LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR
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SERI : D10
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Mcnimbang

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 7 TAITUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

a.

b.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor 25  Tahun 2000 = tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom, perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan
menjabarkan sccara jelas kewenangan Pemerintah Dacrah;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan scbagian kewenangan
schagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah perlu
dibentuk Orpanisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang Panjang,



Mengingat

1.

1o

: imaksud
: N imbangan  schagaimana  dima
al berdasarkan pertimbangan  sc an o
zz;l;‘:::'huruf adan b di atas perly menctapkan l’crfjlursan kll»‘)gtariai
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kena Se
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang,

' tuks?
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penllbpe;:) i
Daerah Otonom Kota Kecil Dalan Lingkungan Daera

r 1%
Sumatcra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomo
Tambahan Lembaran Negara Nomor 962),

R
Umlnngundang Nomor § Tahun 1974 tentang, l’okuk-l;l";’
Kepegawaian  (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomo tcl
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) scbag:}:manﬂ 19
diubah  dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun

on
(Lombaran Negara Tahun 1999 Nowo 169, Tambah
Lembaran Negara Nomor 3890);

. s ntahdh
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Dacerah (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 60, Tambah?"
Lembaran Negara Nomer 3839,

Keuangan antarg Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lcmbamrl
Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negt®
Nomor 3848),
Pe

PcratU}'an Pemerintap No
Organisqs;j Pe

mor 84 Tahun 2000 tentang Pedom®?
Nomor 165);

rangkat Dacrah (Lembargp Negara Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 44 T: nik
: 8hun 1999 1o Tokn

l’cnyusunan Peraturan Pcrundang-undungan du:g Bcnwk
ancangan Undang~undang, Rancgpgan Pcraturan pemerinwh’




dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70).

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PADANG PANJANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal;
m Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

: erintah, adalah Perangkat Negara

Pemeripyg, : .
merintah Pusat, sclanjutnya discbut Pem " b eserta para Menteri;

2 :Se‘r‘tl'l]an Republik Indonesia yang terdiri dari Presid

3 porahadalah Kota Padang Panjang. ¢ ah otonom yang
,l?mc”nlah Daerah adalah Kepala Daerah peserta perangkat daer y

4 Msebapai badan cksekutil Daerah. © disebut PPRD, adalah badan

ctwan.].)cnvakilan Rakyat Dacrah, selan)ry
s ekl Daeral.

’ Cpala 13, . B danang. .
6 olPala Dacrah adalah Walikota Padang PanjantE padang Panjan

g. .
disebut Sekretartat

1 'fﬁgﬂants Dacrah adalah Sckretaris Dacrah I~;'ota P anjutnya
l)‘]')])*{lanut Dewan Perwakilan Rakyat Daeres
8 1 RDadalah unsur staf pelayanan DPRD _
truktural. i Pemerintah Daerah

1 kekuasaa

i » , .
9 elo"(‘”ng adalah tingkatan jabatan s
m ran

W . . ak dar
UILW"”“ngan Pemerintah Dacerah aglalah h«ﬂ\kjn Jala
Wk menentukan atau mcngumbll kebyja

I) 23 .
Cmerintahan

gka pcnyclcnggaraan



BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, KEW!ﬂNAN(":\N
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

qul
) . 'LH“‘““
" R . . sopar P N ‘«‘\"'k
(1) Dengan Peraturan Daerah mu dibentuk Opanisast dan Lt L

DPRD Kota Padang Panjang, \
(2) Pembentukan Sckretariat DPRD sebapgaimana dimaksud :\yilll(“ buadasatk?
penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daersh
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
(1) Sckretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap nHPRD )'an%

. Lan 0I6
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan seeara administratil dibngd ©
Sckretaris Dacrah.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin olch seorang, Sekretang.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 4

1) Sekretariat enycle 1an |
M ariat DPRD menyelengparakan sebagian Rewenangan Pemerintah Dacral:
(2) Sebagian kewenangan Pemerint

. ah Daeraly sehi: |q\'o‘h
: Al sthapa : ale o aui
b\dang otonomi Daerah dan pcrimh:\ngem ke Bitimana: dimaksud ayat (1)

Uangian Dacrah,



3 o R .
3) ﬁg}cmn sebagian bidang kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
jut dengan suatu Keputusan Kepala Dacrah yang sewaktu-waktu dapat berubah

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah.
Bagian Keempat
Tugas Pokok
Pasal §

S : .. .
A;‘:g;g‘;’)‘pgg@ mempuyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6
(1) Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat
mempuinyai fungsi ;
a. fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan
C. pengelolaan tata usaha DPRD.

dan Anggota DPRD;
dinas Anggota DPRD); dan

(@) Rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing bagian
struktur organisasi Sekretariat DPRD diatur lebih Janjut dengan suatu Keputusan
Kepala Daerah.

BAB I
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Dewan



gian €ngelolaan Risalah; dap,
) Sub Bagian Masyarakay
¢ Bagian » Membaya);

< g —
///y/bir?-!ﬁn cuangan; dan . :
2y Sub P,agg,'mn l“crlcngkupxm dan Kgpggawghm.
d n

gian Penclitian dan Pcngcmbangan, membawah; -
ub Bagian Pcngkajian; dan
2) Sub Bagian Penge

mbangan
€. Kelompoy Jabatan Fungsiong] adalah Scbagaj berikut : . ang terbsg
tcrﬁiri dari sejym] tenaga dalam_;cnjang.jabat&n fm?gmo?ly "
dalam berbaga; kelompok Sesuai denggp, bidang kcahha’_mf s Kelompo
2) dipimpin ole}, Seorang tengpq fungsjongg Senior sebagai I\Ltus&n chﬂ!ﬂ
yang ditunjy) oleh Kepgls Dae dengan suatu Kepu da Sekretaris
2¢Tah yang beradg di bawah dgap, bcrtanggung Jawab kepa
DPRD; dan _ ' berdasarkan
3) jumlap, jenis dap jenjang Jabatan fungsjong) ditentukan eratura
Kebutuhgn, dan  behgp kerja serq diatur  segyq; dengan p
pcnmdﬂngan.
' ‘ : imana tercantu™
) Baggn trukt 8anisasj g etariat DPRD adalah sebagalma“. Peratura!
dalam lampiry dan mep, akan by lan yap tidak te isahkan dari Pe
e p Blan y B Ip
acrah jn;.
BAp 1v
TATA KERj
Pasga] 8
) Dul:}m mcluksunuknn lugnsny ckrclurls D » Kepalg Bngian, ch“]ﬂ‘ Su]_b
pag:m ‘daﬂ Clompo) Jabg Fungsional wajib Menerapkan prinsip koordinasi,
Integrasi dap, SInkronjsas; SCcara vertjla; an horizontal.



9] At . . . . . :
) ﬁ"::ap pumpinan  satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD
df: anggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
an memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pusal 9

D Seti A . )

() Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan,
b;lmlggungjuwuh kepada atasan masing-masing dan menyampaikan  laporan
Pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.

2 il . . . . . N ..

@ (Sl'."“"P laporan yang diterima olch pimpinan satuan organisast darl' bawahan yva_pb

k'OIRh dan dipergunakan sebagai bahan rumusan untuk memberikan pembinaan
¢pada bawahan.

BABY

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

(1) Sekretaris 1DPRL) diangkat oleh Kepala Dacrah atas persetujuan P imptnan D:)l@
dari Pegawai N eperi Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara sesual peraturan
Perundang-undangan.

(2) ek : . . -
) Sekretans DPRD diberhentikan oleh Kepala Daerah. |
Y I S . . . b Ke ah sesuai dengan

(3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daera g

et ‘)g,]ulld(\l’ll",—lll\kl:lll};}ln

n Struktural, dapat diangkat dan

) Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsi .
Kepala Sub Bagian, P¢j ungsional dan No ahan kewenangan olch Kepala

diberhentikan oleh Sekretaris Dacrah atas pelimp
Dacerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



®) Proscdur, tatg cara d

‘ dan
an pelaksanaan scbagaimana dimaksud ayat (1), (2). @)
(4) ditetapkan dengan suaty Keputusan

Kepala Daerah sesuai dengan peratu?
Perundang-undangan
Bagian Kedua
Esclonering |
Pasal 11 ‘
Ketentyan tingkat eselonerin

g jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD scsuai deng®®
Peraturan Perundang-undangan,

BAB vi

PEMBIAYAAN

(1) Selama belum dilakukan perubahan peraturap perundang.
Petunjuk atau pedoman yang ada atay

iadakan oleh Pomerisgay 8% instrukSh '
ladakan o]e emerintah Dy jang
tid; bertentangan dengan Peraturan Daerah inj dinyataican, tetap bef;fffc"am
(2) Selama belum ditetapkannya perat

luran pelaksang dari Perg ini,
: fungsi darj Sckretarjs DPRD uran Dacrah
Sub Bagian, Jabatan Fungsiong]

) KCpqla Bagian, Kepals
on St.l‘llk . Lo
Sekretariat DPRD masih tetap dilaksanakan seb ral leinnya di lin
perundang-undangan, ga

3gaimana digp,, oleh ketentuan



(3) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur paling
lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB vill
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Pada seat Peraturan Daerah ini mulai berleku, Peraturan Daersh Kota Padang
Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku.

(2) Halhal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan.
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

YOITANIS TAMIN



Diundangkan dj Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dto

ZARHISMI AJIS

EMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 0



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2000
: TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

L UMuM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi dacrah
Sécara utuh pada Dacrah Kabupaten dan Dacrah Kota sebagai Daerah Otonom
Mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang
sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna
mengimplementasikannya dalam tatanan Pemerintah Daerah.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah penataan kelembagaan
Organisasi Perangkat Dacrah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan
seksama sehingga dapat mendorong pemberdayann masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan
Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhirmya
diharapkan mampu mewujudkan kescjahteraan masyarakat.

Untuk itu, guna penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi kepadq DPRD
dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mutlak segera dilakukan
Penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Seckretariat Wilayah/Dacrah Kotamadya Daerah ngkat I Paclang
Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l\otamac'lya Dacrah
Tingkat II Padang Panjang yang dituangkan dalam Peraturan Dacrah induk yang

baru.
IR PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - cukup jelas
Pasal 2 + cukup jelas
Pasal 3 © eukup jelas



Pasal 4 ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)
Pasal 5
Pasal 6 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

: cukup jelas
: Kewenangan di bidang otonomi daerah merupakan

salah satu kewenangan lainnya yang mencerminkan
keleluqsaan Daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakal menurut prakarsa scndiri

berdasarkan  aspiras; masyarakat scsuai  dengan
peraturan Perundang-undangan

: cukup jelas
. cukup jelas
: Dalam menjalankan L

i odan wewenangnya DIPRD
alan yang berkaitan dengan
k itu diperlukan kelengkapan
sarana d:gn prasarana pung menunjang keberhasilan atau
mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan dalam hal
ni Sckretariat DPRD ;kap memfasilitasi dalam arti
mengadakan, melengkapi serta memberi kemudahan

kepada Pimpinan dan aigy ppe ,
memperolehnya. Angpota DPRD  dalam

melakukan berbagaj kegi
tugas dan wewenang, uny

. cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas

ebih lanjut ¢ I¢
Keputusan Kepala Daerah sebapaj ) alam
dari Peraturan Daerah inj Bal peraturan pelaksang

: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jclas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas



Lampiran

PERATURAN DAERAITI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DPRD KOTA PADANG PANJANG

Kel. Jabatan
Fungsional

SEKRETARIAT
DPRD
L L
Bagian Bagian Ba.gi.an
Rapat dan Risalah Umum Penelitian «
Pengembangn
1 o ]
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagiai
Pengelolaan Risalah L Keuangan Pengkajian
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagiar
Humas ?crlengkapa_n & Pengembangn
__Kepegawaian

WALIKCI'A PADANG PANJANG

Y OITANIS TAMIN




